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PENETAPAN PEDOMAN MANAJEMEN LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI CIREBON,

Menimbang      :    a.  bahwa    dalam    rangka    mewujudkan    birokrasi    dan
pelayanan publik yang berkinep.a tinggi, maka diperlukan
pengelolaan   manajemen   layanan   yang   handal   untuk
melakukan   akselerasi   penerapan   sistem   pemerintahan
berbasis     elektronik     di     lingkungan      Pemerintahan
Kabupaten Cirebon;

b.  bahwa  dalam  rangka  pengelolaan  penin9katan ' kualitas
Manajemen   I.ayanan   untuk   mendukung   pelaksanaan
S istem     Pemerintahan     Berbasi s     Elektronik     se su ai
ketentuan  Pasal  36  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor 96
Tahun    2022.   t,entang  I Sistem   Pemerintahan    Berbasis
Elektronik diperlulran  pedoman  pelaksanaan  Manajemen
Irayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan  Pedoman  Manajemen Layanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat         :     1.  Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     1950     tentang
Pembentukan       Daerah-Daerah       Kabupaten       D alam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia  tanggal  8  Agustus  Tahun  1950)  sebagaimana
telah     diubah     dengan     Undang-Undang     Nomor     4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan        Kabu paten        S ubang       dengan        mengu bah
Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     1950     tentang
Pembentukan       Daerah -Daerah       Kabu paten       Dalam
Lingkungan   Propinsi   Djawa   Barat   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1968  Nomor  31,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ) ;



2.  Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang
Keterbukaan lnformasi Publik (I.embaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor    112,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5038) ;

4.  Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5587)    sebagaimana   telah
diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah      Pengganti      Undang-Undang      Nomor      2
Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2023
Nomor    41,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6856;

5.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil    Negara    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun  2023  Nomor   141,  Tambahan  I,embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6897) ;

6.  Peraturan   Pemerintah   Nomor  61   Tahun   2010   tentang
Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   2008
tentang Keterbukaan lnformasi  Publik (I.embaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  99,  Tambahan
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 5149) ;

7.  Peraturan   Pemerintah  Nomor  96  Tahun   2012   tentang
Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2009
tentang   Pelayanan   Publik   (Ijembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2012  Nomor 215,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

8.  Peraturan   Presiden   Nomor   95   Tahun   2018   tentang
S istem           Pemerintahan           Berbasis           Ele ktronik
(I,embaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2018
Nomor  182);

9.  Peraturan  Presiden  Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Satu
Data   Indonesia   (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

10.  Peraturan   Fhesiden   Nomor   132   Tahun   2022   tentang
AIsitektur    Sistem    Pemerintahan    Berbasis    Elektronik
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2022
Nomor 233);



11.Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Tata
Cara   Pemantauan   dan   Evaluasi   Sistem   Pemerintahan
Berbasis   Elektronik   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994);

12.Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     21
Tahun    2018    tentang    Penyelenggaraan    Pemerintahan
Berbasis Teknologi Informasi dan  Komunikasi di Lingkup
Pemerintah     Kabupaten     Cirebon     (I,embaran     Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Serf D);

13.Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     12
Tahun    2016    tentang    Pembentukan    dan    Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten  Cirebon  (I.embaran  Daerah
Kabupaten  Cirebon Tahun  2016  Nomor  12)  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor  1  Tahun  2021  tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon      (Ilembaran      Daerah      Kabupaten      Cirebon
Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022  tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di  Kabupaten  Cirebon  (Berita Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSRAN

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Pedoman Manajemen Layanan, sebagaimana tercantum dalam
I,ampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  telpisahkan  dari
Keputusan ini.

:   Pedoman  Manajemen  Layanan  sebagaimana  dimaksud  pada
Diktum  KESATU  merupakan  pedoman  proses  perencanaan,
pengembangan,  pembinaan  dan  pendayagunaan  layanan  di
dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

:   Segala   biaya   yang   timbul   sebagal   aldbat   ditetapkannya
Keputusan  ini  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah  Kabupaten  Cirebon  dan/atau  sumber  lain
yang       sah       sesuai      dengan       ketentu an       peraturan
perundang- undangan.



KEEMPAT         :   Keputusan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal   31   Juli  2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan :
Yth,  Menteri  Perdayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi

Republik Indonesia di Jakarta.
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A.       Latar Belakang

Sistem      Pemerintahan      Berbasis      Elektronik      (SPBE)      merupakan

penyelenggaraan  pemerintahan  yang  memanfaatkan  teknologi  infomiasi  dan

komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya.  Penerapan SPBE

diharapkan dapat memperbalhi tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai

efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai.

Penerapan SPBE sendiri berangkat dari permasalahan-permasalahan yang

teljadi  selama ini,  seperti  teljadinya pemborosan  anggaran  belanja TIK akibat

dari setiap Kementerian/ Lembaga Pemerintah/ Pemerintah Daerah membangun

aplikasi  pemerintahan  sendiri-sendiri.  Dengan  kondisi  seperti  itu juga  teljadi

disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintah

kurang diyakini sepenuhnya. Masyarakat juga menuntut pelayanan publik yang

transparan, cepat, dan efektif. 0leh karenanya penerapan SPBE dilakukan demi

mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  transparan,  dan

akuntabel. Selain itu juga untuk menun].ang pelayanan publik yang berkualitas

serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi.

Berkembangnya  teknologi  dan  sistem  informasi  saat  ini  tidak  hanya

berdampak   pada    semahin    menin8katnya   kebutuhan    masyarakat   untuk

mendapatkan   kemudahan    layanan,    namun   juga   menjadi   pemacu    bagi

pemerintah  untuk menin8katkan ]dneljanya dalam memberikan  layanan yang

optimal  kepada  masyarakat.  Hal  ini  mengingat  pemerintah  sebagai  pelayan

publik    (pwbzie    sen/anfl    yang    tentunya    harus    memperhatikan    kualitas



pelayanannya. Kualitas pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat ini

merupakan  tolak  ukur  di  dalam  melihat  keberhasilan  suatu  organisasi  atau

instansi pemerintah. Implikasi kinelja pelayanan aparatur pemerintah juga akan

mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tujuan  dari  dibentuknya  SPBE  dalam  Pexpres  Nomor  95  Tahun  2018

sejalan  dengan  tujuan  dari  dibentuknya  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2020   tentang  Pedoman   Evaluasi   Pelaksanaan   Reformasi  Birokrasi,   dimana

terdapat 8 (delapan)  area perubahan yang mewahili setiap program perubahan.

Salah satu yang berkaitan dengan SPBE adalah Penataan Tatalaksana.  Dalam

Penataan   Tatalaksana,   penerapan   SPBE   diharapkan   dapat   meningkatkan

penggunaan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  proses  managemen

pemerintah.    Tidak    hanya    dalam    pemberian    pelayanan    publik    kepada

masyarakat, namun juga tata kelola internal di dalam pemerintahan agar efektif,

efisien, dan kinelja pemerintahan meningkat.

Dalam  Permenpan  RB  Nomor  26  Tahun  2020,  penerapan  SPBE  juga

diukur dalam beberapa indikator.  Beberapa diantaranya seperti:  apakah dalam

kementerian / lembaga/ pemerinfah telah menerapkan manajemen layanan SPBE ,

menerapkan  layanan  kepegawaian  berbasis  elektronik,  menerapkan  layanan

kearsipan   berbasis   elektronik,   dan   menerapkan   layanan   publik   berbasis

elektronik.

Keseluruhan  indikator  ini  harus  terpenuhi,  karena  memberi  pengaruh

be sar           dalam            pencapaian            Reformasi           B irokrasi            pada

kementerian/lembaga/pemerintah   tersebut.   Selaln   penerapan   SPBE   dalam

aspek  internal  manajemen  pemerintahan,  pengaruh  SPBE  ini juga  membawa

dampak besar kepada masyarakat pengguna layanan.  Banyak inovasi layanan

publik  bermunculan,  namun  dengan  adanya  inovasi  layanan  publik  berbasis

teknologi informasi ini, banyak dampak positif yang timbul karenanya.



Pertama,    penerapan    teknologi    informasi    dalam    pelayanan    publik

memberikan  kemudahan  kepada  pengguna  layanan.  Masyarakat  tidak  harus

datang   ke   instansi   pemerintah   sebagal   pemberi   layanan,   cukup   dengan

mengakses  halanan yang  sudah  dikelola  oleh  pemerintah,  balk website  atau

media  sosial, .masyarakat  sudah  bisa  mengetahui  infomiasi  dasar  mengenai

layanan yang diberikan, serta mengisi fomi aplikasi yang telah disediakan; dan

Kedua,   menin9katnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelayanap   publik.

Dengan  informasi  yang  disajikan  secara  terbuka  melalui  teknologi  informasi,

masyarakat mudah mengetahui SOP, persyaratan, biaya dan jangka waktu yang

dibutuhkan.   Hal   ini   dapat   mencegah   teljadinya   maladministrasi   berupa

penyimpangan  prosedur,  penundaan  berlarut,  pun8li  dan  sebagainya.  Ketiga,

pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi, misalnya

dengan  membentuk  sistem  I.ayanan  Aspirasi  dan  Pengaduan  Online  Rakyat

(LAPOR).

Manajemen  Layanan  SPBE  bertujuan  untuk menjamin  keberlangsungan

dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Hal tersebut

dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian

Layanan  SPBE,  dan  pengelolaan  Aplikasi  SPBE.  Pelayanan  Pengguna  SPBE

merupakan    kegiatan    pelayanan    terhadap    keluhan,    gangguan,    masalah,

permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pengoperasian

Irayanan    SPBE    merupakan    kegiatan    pendayagunaan    dan    pemeliharaan

Infrastruktur SPBE dan Aplikasi  SPBE.  Pengelolaan Aplikasi SPBE  merupakan

kegiatan  pembangunan  dan  pengembangan  aplikasi  yang  berpedoman  pada

metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Layanan  SPBE  di  Kabupaten  Cirebon  terdiri  dari  layanan  administrasi

pemerintahan dan layanan publik yang dalam implementasinya sudah berbasis

elektronik.  Saat ini  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  telah  melakukan  berbagai

upaya dalam peningkatan Layanan SPBE dengan cara meningkatkan kolaborasi



antar instansi agar pelaksanaan I,ayanan SPBE dapat beljalan dengan optimal.

Dokumen  Manajemen  Layanan  SPBE  ini  menggambarkan  kondisi  manajemen

layanan SPBE dari mulai kebijakan/regulasi, tata kelola dan implementasinya.

8.      Tujuan Manajemen Layanan SPBE

Tujuan  Manajemen  Layanan SPBE di Kabupaten Cirebon adalah sebagai

berikut:

1.  Mengelola   sistem   layanan   SPBE   di   Kabupaten   Cirebon   baik   layanan

administrasi pemerintahan maupun layanan publik berbasis elektronik yang

berkesinambungan , berkualitas, responsif, dan adaptif;

2.  Meningkatkan kualitas 1'ayanan SPBE di Kabupaten Cirebon;

3.  Menyediakan layanan berbasis elektronik yang dapat dipergunakan  sebagai

media  pengendali,  perencanaan,  evaluasi,  serta  sebagai  sarana  perbaikan

berkelanjutan;

4.  Menjamin keberlangsungan Layanan SPBE di Kabupaten Cirebon.

C.      Manfaat dan sasamn yang Dlharapkan

Manfaat  dari  penerapan  Manajemen  I,ayanan  SPBE  dalam  penerapan

SPBE adalah menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas I,ayanan

SPBE melalui pengendalian pelayanan yang teljadi dalam SPBE. Selaln itu juga

memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan

administrasi pemerintah berbasis elektronik agar layanan SPBE tersebut dapat

beljalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.

D.       Ruang Lingkup

Ruang lingkup  Manajemen  Layanan  SPBE  di Kabupaten  Cirebon  adalah

sebagai berikut:

1.     Muatan Manajemen Layanan, meliputi:



a.     Aktivitas:  pelayanan pengguna pengaduan, permintaan, pengoperasian

dan  pengelolaan  layanan yang dapat mehagkupi  pengelolaan Aplikasi

SPBE dan perangkat infrastuktur pendukung SPBE lainnya; dan

b.    Jenis:   1ayanan   administrasi  pemerintahan  berbasis  elektronik  dan

layanan publik berbasis elektronik.

2.     Penyelenggaraan Manajemen Layanan

Penyelenggaraan     Manajemen     I.ayanan     dapat     diwujudkan     dengan

membangun   layanan   berbasis   elektronik   opsional   untuk   menjalankan

proses atau tugas pokok dan fungsi yang ada, adapun penyelenggaraan ini

terdiri dari:

a.    Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan

Layarian SPBE dari pengelola kepada pengguna dan begitu sebaliknya;

dan

b.    Pendayagunaan  dan  pemeliharaan  Infrastruktur  SPBE  dan  Aplikasi

SPBE
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GAMBARAN UMUM

Manajemen  Layanan  SPBE  bertujuan  untuk menjamin  keberlangsungan

dan meningkatkan kualitas I,ayanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Hal tersebut

dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian

I,ayanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
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Gambar 2.1. Gambaran Manajemen hayanan SPBE

Manajemen    I,ayanan    SPBE    dilaksanakan    berdasarkan    pedoman

` manajemen   Layanan  SPBE.   Namun  sampai  saat  ini,   Pedoman   Manajemen

Layanan  belum  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.

Dalam pelaksanaan manajemen I.ayanan SPBE di Kabupaten Cirebon mengacu

pada peraturan-peraturan  terkait penyelenggaraan  SPBE,  dan  dikoordinasikan

oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Cirebon.   Kegiatan  dari

manajemen pelayanan dapat dilihat pada gambar di atas.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kegiatan pelayanan terdiri dari:

a.  Kegiatan Layanan Administrasi Pemerintahan

Maksud  dari  kegiatan  layanan  administrasi  pemerintahan  yaitu  seluruh



kegiatan layanan yang dilakukan untuk mendukung dari tugas pokok dan

fungsi dari pemerintahan tersebut secara internal;

b.  Kegiatan Layanan Publik

Maksud  dari kegiatan  layanan publik yaitu  seluruh  kegiatan layanan yang

dilaksanakan  untuk  melayani  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  pemerintahan

kepada masyarakat umum atau publik.

Dalam  pengimplementasiannya,  manajemen  layanan  SPBE  terdiri  dari

berbagai layanan yaitu:

a.  Pengoperasian     layanan,     merupakan     aktifitas     pendayagunaan     dan

pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE

b.  Pengelolaan aplikasi, merupakan aktifitas pendayagunaan dan pemeliharaan

infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE; dan

c.  Pelayanan   pengguna,   merupakan   aktifitas   yang   berhubungan   dengan

pelayanan  untuk  mencari  solusi  dan  penyelesaian  dari  berbagai  keluhan,

gangguan, masalah, permintaan dan perubahan layanan SPBE dari pengguna

SPBE.

Gambar 2.2. Cakupan lfayanan SPBE

Cakupan I+ayanan SPBE meliputi layanan dari Pemerintah ke Pemerintah

(G2G),   Pemerintah   ke   ASN   (G2E),   Pemerintah   ke   Masyarakat   (G2C),   dan

Pemerintah  ke  Pelaku  Usaha  (G2B).  Berikut  layanan  yang  menjadi  cakupan



dalam keempat mekanisme tersebut, yaitu:

1.   Pemerintah ke pemerintah `(G2G):

a.   e-Ojpece,  merupakan  salah satu bentuk penerapan  e-gouemment melalui

penggunaan aplikasi untuk mempermudah kegiatan perkantoran. Dengan

aplikasi  ini,  aktivitas  penandatanganan  sulrat  dan  pemberian  disposisi

bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja meski sedang tidak berada di

kantor.  Dengan begitu,  aktivitaLs surat menyurat bisa dilakukan dengan

lebih cepat dibandingkan cara manual.

b.   e-Pzanndng,  merupakan  aplikasi  yang  menginovasi  proses  Musrenbang

Kecamatan,  Kabupaten/Kota,  Forum  SKPD,  Musrenbang  RKPD,  RKPD

hingga KUA-PPAS menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten

dan   sesual  dengan   peraturan  yang  berlaku   dan  diharapkan  dapat

menjadi toots dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai

waktu  yang  telah  ditentukan.  Aturan  ini  sebagaimana  diatur  dalam

Pemendagri   Nomor   54   Tahun   2010   tentang   tahapan,    tata   cara

penyusunan,   pengendalian   dan   evaluasi   pelaksanaan   pembangunan

daerah.  JlpharLndrzg  yang  berisi  tentang  menu-menu  RPJMD  selama  5

tahunan bersama Rencana Kelja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan

kedalam Renstra dan Renja SKPD yang disertai dengan laporan-laporan

yang  digunakan  dalam  penyusunan  dokumen  SKPD  dan  Pemerintah

Daerah.

c.   e-Bztdgett.ng, merupakan sistem penyusunan anggaran yang dibuat untuk

memfasilitasi   proses   penyusunan   APBD   (Anggaran   Pendapatan   dan

Belanja Daerah)  dan APBN  (Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara).

Sistem ini dihadirkan dalam bentuk aplikasi program komputer berbasis

web.    e-Bztczgedng   merupakan   salah   satu   perwujudan   implementasi

e-Got/er7imerLt   dalam   mengelola   keuangan   pemerintah,   memudahkan

semua proses penyusunan anggaran yang sudah dibuat.

d.   e-MorLez/,   merupakan   sistem   layanan   yang   mendukung   pelaksanaan



Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2006   tentang   Tata   Cara

Pengendalian    dan    Evaluasi    Pelaksanaan    Rencana    Pembangunan.

Tujuannya  untuk  memantau  perkembangan  program  pemerintah  dan

realisasi penyerapan anggaran.

e.   e-JDIH,   merupakan   wadah   pendayagunaan   bersama   atas   dokumen

hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan

sarana pemberian  pelayanan  informasi hukum  secara lengkap,  akurat,

mudah, dan cepat dengan memannfaatkan teknologi informatika (secara

elektronik).

2.   Pemerintah ke ASN (G2E):

a.  e-Kepegawaian, merupakan sistem layanan untuk menangani berbagai hal

dalam  pengurusan  kepegawaian  mulai  dari  pengisian,  pengolahan  dan

pemusatan   data   secara   terkomputerisasi   sehingga   dapat   menangani

berbagai  laporan  yang  berhubungan  dengan  kepegawaian.  Aplikasi  e-

Kepegawaian  digunakan  untuk  pengelolaan  data  kepegawaian  secara

terintegrasi, menghasilkan, menyimpan dan menyebarkan informasi yang

teljamin   mutuhya,    hingga   dapat   mendukung   proses   pengambilan

keputusan untuk pencapaian target.

b.  e-Pensiun, merupakan sistem layanan yang digunakan untuk pengelolaan

data ASN yang telah puma bakti secara terintegrasi.

3.   Pemerintah ke Masyarakat (G2C)

a.  e-Pengaduan,   merupakan   layanan   penyampalan   semua  aspirasi   dan

pengaduan masyarakat secara onzt.ne.  Hal ini ditujukan agar pengaduan

masyarakat  bisa  direspon  dan  ditindaklanjuti  secara  cepat  dan  tepat,

selain juga  sebagai  salah  satu  alat untuk mengukur dan  mengevaluasi

kineq.a pemerintah.

b.  e-Kesehatan,     merupakan     pemanfaatan     teknologi     informasi     dan

komunikasi untuk pelayanan dan informasi kesehatan, utamanya untuk

meningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan  dan  meningkatkan  proses



kelja    yang    efektif   dan    efisien.    Beberapa    penerapan    e-kesehatan

di  antaranya  adalah:   sistem  informasi  manajemen  kesehatan   (heczzth

ma7tagemeut    Zn/ormafrorL    sI/stem),     rekam    medis    elektronik/rekam

kesehatan elektronik (EMR/EHR) ,  sistem surveilans (sttrLieizzance sgrstem) ,

health  kr\owledge  maragemeut,  telemedisin  {telemedicine|,  mobile  health

(.rn-health:) ,  corisu;mer health, infiormaties,  elearming in health scienees, dan

mec!foaz research.  Dalam hal ini,  penggunaan solusi-solusi in-health dan

telemedisin  untuk  mengatasi  masalah  infrastruktur,  komunikasi,  dan

sumber daya manusia.

c.  e-Pendidikan,  merupakan  layanan  yang  digunakan  untuk  pengelolaan

data pendidikan secara terintegrasi dan pemberian pembelajaran dengan

memanfaatkan teknologi inforlnatika.

4.   Pemerintah ke Pelaku Usaha (G2B)

a.  e-JfroouriemerLt,   penggunaan   teknologi   informasi   untuk   mempermudah

hast.ness-to-hasj»ess  (828)   bertransaksi  pembelian  untuk  barang  dan

jasa. Manfaat utama e-prooure7ne7tf meliputi menghemat anggaran, waktu,

dan   beban   kelja  tambahan.   Keuntungan   e-procwrement  tidak   hanya

meliputi penghematan  uang tetapi penyederhanaan  keseluruhan proses.

Rencana-rencana  yang  optimal  dapat  dikomunikasikan  dengan  cepat

kepada penyedia-penyedia jasa, oleh karena itu dapat mengurangi biaya

dan pemborosan.  Keuntungan e-proouremeut meliputi pengurangan biaya

oz/erheac! seperti pembelian agen, juga penin8katan kendali inventori, dan

keseluruhan    peningkatan    siklus   manufa]ctur.    Sistem    e-proouremerit

membantu   perusahaan-perusahaan   men8konsolidasikan   data   tentang

pengadaan bermacam-macam barang balk secara langsung maupun tidak

lan8sun8.

b.  e-Perijinan,   merupakan   layanan   perizinan   berbasis   elektronik/online

untuk  mempermudah  masyarakat  dalam  hal  mengajukan  permohonan

izin terkait pelayanan yang tersedia.



BAD Ill

KERANGKA KERIA MANAIEMEN LAYANAN SPBE

A.       Konsep Manajemen Layanan SPBE

Manajemen  I,ayanan  merupakan  serangkaian  proses  pelayanan  kepada

pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan

SPBE dapat beljalan berkesinanbungan dan berkualitas.  Manajemen Layarian

SPBE ini dilaksanakan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik

berbasis  elektronik  dan  layanan  administrasi  pemerintah  berbasis  elektronik

agar   layanan   SPBE   tersebut   dapat   beljalan   secara   berkesinambungan,

berkualitas, responsif, dan adaptif.

Garibar 3.1. Linflmp dari Hanajemen Layanan SPBE

Dari Gambar 3.1. terlihat bahwa ruang lin9kup dari Manajemen Layanan

SPBE terdiri dari:

a.   Kegiatan  pengembangan  aplikasi  yang  berpedoman  pada  metodologi  yang

baku dan standar;

b.   Pemeliharaan aplikasi dan infrastmktur yang berdayaguna dan dipemelihara

terus-menerus; dan

c.   Penanganan gangguan dalam bentuk pengimplementasian helpdesk TIK.



Adapun  beberapa  hal  yang  berhubungan  dengan  manajemen  layanan

SPBE adalah sebagai berikut:

a.   Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan

meningkatkan kualitas I,ayanan SPBE kepada Pengguna SPBE;

b.   Manajemen Ijayanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan

Pengguna  SPBE,  pengoperasian  Layanan  SPBE,  dan  pengelolaan  Aplikasi

SPBE;

c.   Pelayanan    Pengguna   SPBE   merupakan   kegiatan   pelayanan   terhadap

keluhan,  gangguan,  masalah,  permintaan,  dan  perubahan  Layanan  SPBE

dari Pengguna;

d.   Pengoperasian   Layanan   SPBE   merupahan  kegiatan  pendayagunaan   dan

pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;

e.   Pengelolaan    Aplikasi    SPBE    merupahan    kegiatan    pembangunan    dan

pengembangan  aplikasi  yang  berpedoman  pada  metodologi  pembangunan

dan pengembangan Aplikasi SPBE;

f.    Manajemen I.ayanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen

I.ayanan SPBE;

9.   Dalam pelaksanaan manajemen I,ayanan SPBE di tingkat pemerintah daerah

dikoordinasikan   dengan   Dinas   Komunikasi   dan   Informatika   Kabupaten

Cirebon; dan

h.   Pedoman  Mana].emen  I.ayanan  SPBE di  tin9kat nasional belum  ditetapkan

sehingga penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE di Kabupaten Cirebon

mengacu pada peraturan perundangan yang terkait.

8.      Layanan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan   SPBE   terdiri   atas:   (a)   Layanan   Administrasi   Pemerintahan

Berbasis  Elektronik;   dan   (b)   Layanan  Publik  Berbasis  Elektronik.   Layanan

Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan Layanan SPBE yang

mendukung tatalaksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinelja



dan akuntabillitas pemerintah di Kabupaten Cirebon, sedangkan I,ayanan Publik

Berbasis  Elektronik merupakan  Layanan  SPBE yang mendukung pelaksanaan

pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

I,ayanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi layanan

yang  mendukung  kegiatan  di  bidang  perencanaan,  penganggaran,  keuangan,

pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik

negara,  pengawasan,  akuntabilitas  kinelja,  dan  layanan  lain  sesuai  dengan

kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Layanan Administrasi Pemerintahan

Berbasis   Elektronik   diterapkan   dengan   pembangunan   dan   pengembangan

Aplikasi Umum.

Layanan  Publik  Berbasis  Elektronik  meliputi  layanan  yang  mendukung

kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekeljaan dan usaha, tempat tinggal,

komunikasi dan informasi, 1ingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,

perbankari,  perhubungan,  sumber daya alam,  pariwisata,  dan  sektor strategis

lainnya. Layanan Publik Berbasis Elektronik dapat dikemban8lran sesuai dengan

kebutuhan   pelayanan   publik   di   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon,   dengan

mengutamakan  penggunaan  Aplikasi  Umum yang ditetapkan  oleh  Pemerintah

Pusat.   Dalam  hal  layanan  publik  berbasis  elektronik  memerlukan  Aplikasi

Khusus,  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  dapat melakukan  pembangunan  dan

pengembangan Aplikasi Khusus tersebut.



Berikut jenis  layanan  administrasi pemerintahan  dan  layanan  publik di

Pemerintah Kabupaten Cirebon :

Tabel 3.1. Layanan Administrasi Pemerintahan
di Linginp Pemerintah Kabupaten Cirebon
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1 Layanan e-Perencanaan Layanan untuk mengelola Bappelitbangda
Perencanaan (~.Derencanaan. data-data Program dan

cirebonkab.go.id Kegiatan yang digunakandalanperencanaanpembangunandaerahsecaraonline

2 IJayanan e-Perencanaan Ifayanan perencanaan dan Bappelitbangda
Penganggaran (~.Derencanaan. penganggaran di dan BRAD

cirebonkab.so.id) Kabupaten Cirebon masihdalancatuaplikasi

3 Layanan SIKATON Layanan Online berbasis BKAD

Keuangan (httD://sikaton.cire Website untuk membantu
bonkab.go.idSIRAOS pekeljaan sehari-hari difungsiKuasaBUD,balkuntukAnggarandalam

(httD://siraos.cireb menyusun DPA dan SPD,
onkab.go.id) ].uga untuk penerbitanSP2Dsertamenunjangprosesrekonsiliasidatalaporankeuanganbulanandantahunan

4 Layanan SIRUP Sarana layanan terkait Bagian Barang
Pengadaan httD : / / lose . cirebo RUP untuk memudahkan dan Jasa
Barang dan nkab.go.id/) masyarakat dalan Sekretariat
Jasa SIKAP mengakses secara Daerah

(htti3://simDbi.cire 1angsung Pengadaan
bonkab.go.id/ Barang/Jasa. SIRUP dan
SPSE SPSE untuk PA/KPA dan

(httDs: / / sikaD.IkDD Masyarakat. SIKPA untuk

18Qiid£ Penyedia
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5 Layanan SIMPEG(httD://www.simDe Layanan   Online   berbasis BKPSDM                   i

Kepegawaian Website      untuk      semu a
9.cirebonkab.go.id/) pelayanan        Kepegawaiansecaraonlinedarimulaiinformasipegawaisampaipengajuanpensiun.

6 IJayanan SRIRANDI SRIKANDI  berfungsi  untuk Dinas Kearsipan
Kearsipan (httDs: / / srikandi.a memenuhi          kebutu ham dan
Dinanis rsiD.go.id/ pembuatan surat menyuratdanarsipelektroniksecaraonlinesertaterintegrasi Pexpustakaan

7 Layanan SIP-BMD Memudahkan  pelaksanaan BKrm
Pengelolaan (httD://bind.cirebo pengelolaan   Barang   milik
Barang Milik nkab.go.id/ Daerah     untu k     dikelola
Daerah dengan baik

8 IJayanan e-SARIP Untuk  mengukur  capaian Bagian
Akuntabilitas httD : / / sakiD . cireb kinelja   organisasi   secara Organisasi
Kinelja onkab.go.id/I konsisten                        dan Sekretariat
Organisasi memanfaatkan             hasilpengukurankineljadanuntukpengendaliankinelja Daerah

9 IJayanan e-RINERJA Mengukur  dan  memantau Bappelitbangda
RInelja httDs: / /ekineria.ci kinelja ASN secara periodikMemetakankineljaPNS dan BKPSDM

Pe8awal rebonkab.go.id/)SIPERA

(httDs: / / siDeka.cirebonkab.go.id/t dalam rangka Sistem Merit

10 Irayanan SP4N-LAPOR SP4AN-LAPOR memberikan Diskominfo dan
Pengaduan (httDs: / /~'.labor akses    untuk    partisipasi Bagian
Pelayanan 18Qlrm masyarakat                dalam Organisasi Setda
Publik menyampaikan pengaduan,danmenin8katkankualitaspelayananpublik
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11 Layanan Data OPEN DATA Memberikan  layanan  data Diskominfo

Terbuka (httD://cirebonkab. secara terbuka yang dapat
go.id/datasets) dibagip

12 IJayanan e-JDIH Menj amin         ketersediaan Bagian Hukum
Jaringan (httDs: / /idih.cirebo dokumentasi dan informasi Sekretariat
Dokumentasi nkab.go.id/) hukum secara lengkap dan Daerah
dan Informasi akurat, serta dapat diakses
Hukum (JDIH) secara cepat dan mudah

13 Layanan SIOwASDA meru pakan                si ste in Inspektorat
Pengawasrm (httD: / / 103 . 212 . 21 pengawasan               onlin e
Internal 1.168/1oedn/I berbasi s       we b       dalam
Pemerintah ran gka         melaksan akankegiatanpengawasanmelaluipemanfaatanteknologiinformasi

Tabel 3.2. Layanan Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon

1, |i I- rs \+f{ , , t{ t , i` E-iTT) H IRE 'JFlr:|,                      •`
j          D-.-fl::?:;.;,,}!`;:,,_E_-ffHi,i

1 LayananKependudukan SINTREN SINTREN     bertujan     untukdapatmemberikanpelayanan Diedukcapil

dan Pencatatan administrasi     kependudukan.
Sipil (Adminduk)      dengan      lebih

cepat
2 I,ayanan Paj ak APLIRASI Layanan     berbasis     android Bapenda

Daerah ARANGSURJA untuk               mempermu dah
masyarakat dalam  membayar

pajak daerah
3 Layanan Perizinan Perizinan    Online    bertujuan DPMPTSP

Perizinan Online Online untuk memberikan pelayanan
(httDs: / / izinonl perizinan dengan lebih efektif
ine.cirebonkab.8Qiidl) dan cepat

4 Sistem Informasi BALIKJEH I.ayanan    untuk    penapisan Disdukcapil
Penapisan (httD: / /balikieh pemudik
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Pemudik .cirebonkab.go.idintro

5 I+ayanan Sosial SIPEPEK hayanan  untuk  memberikan Dinsos,
dan Kesehatan (httDs: / / siDeDe pelayanan               kesehatan , Dinkes
(SLRT) k.cirebonkab.go pendidikan,   perumahan  dan

=idy) lain-lain untuk warga miskin

6 Sistem Informasi Sikompa Membe rikan        data        dan DKPP
Komoditas Harga httD : / / harga. di informasi      tentang      harga
Pan8an shanDang.cirebonkab.go.id/ komoditas pangan pokok

7 Sistem Infomasi Kepokmas Memberikan        data        dan Disda8in
Kebutuhan (httD: / / keDokm informasi  tentang  kebutuhan
Pokok as.cirebonkab.g pokok  masyarakat  di  tingkat
Masyarakat Q=i4A Pasar

8 Layanan Inlis Kabupaten Memberikan  layanan  Koleksi Disaxpus
Perpustakaan Cirebon Digital Perpustakaan berbasis

(httD: / /Deroustakaan.cirebonkab.so.id/) elektronik

9 IJayanan Siceria Memberikan layanan rujukan Dinkes
Kesehatan dan (htto: / / ruiukan kesehatan                           dan
Ke8awat .cirebonkab.go.i kegawatdaruratan        dengan
d-ratan d£) memberikan                layanan

penjemputan    pasien    gawat
d-rat

10 hayanan Sebangsakabeh Memberikan   layanan   untuk DLH

Percampahan (httDs: / / sebang mempermudah      Pengelolaan
sakabeh.cirebo Sampah  yang   dikelola   para
nkab.go.id/ bank  sampah,   mempercepat

pelayanan      bank      salnpah
terhadap      nasabah       atau
masyarakat                        dan
Mempermudah               sistem
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pengawasan           Pemerintah
terhadap Bank Sampah

11 Layanan Siindah Layanan      Aplikasi      sistem Disdagin              ii

Perindustrian (httD: / / siindah. inforniasi     untuk     mendata
disoerdaedn.cire Industri  Kecil  dan  Menengah
bonkab.go.id/) Kabupaten   Cirebon   berbasis

website   yang   dikelola   oleh
Dinas      Perdagangan       dan
Perindu strian          Kabupaten

i

Cirebon

12 Sistem Informasi Simila Layanan      Aplikasi      sistem Disdagin
Metrologi Legal (httD: / / simila.c berbasis  website  yang  berisi

irebonkab.go.id informasi          kemeterologian

4 yang    dikelola    oleh     Dinas
Perdagangan                       dan
Perindu strian          Kabupaten
Cirebon

13 Sistem lnformasi Siormas I,ayanan     Aplikasi     berbasi Badan
Pendataan (httDs: / / siorma website   untuk   Administrasi Kesbangpol
Ormas s.cirebonkab.go Pendaftaran   dan   Pendataan

lid) Ormas  pada  Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten
Cirebon

14 IJayanan httDs: / /disnake I.ayanan       Web site       Dinas Disnaker
Ketenagakeljaan r.cirebonkab.go Ketenagakeljaan     Kabupaten

.id Cirebon   dalaln   satu   media
komunikasi      yang      efektif,
dapat memberikan  informasi,
layanan    yang    akurat    dan
akuntabel untuk membangun
ketenagakelj aan                    di
Kabupaten Cirebon



Dalam  hal  mengoptimalkan  layanan  yang  ada  di  lingkup  Pemerintah

Kabupaten Cirebon, perlu dilakukari integrasi layanan. Integrasi Layanan SPBE

merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE

ke  dalam  satu  kesatuan  alur  kelja  hayanan  SPBE.   Pemerintah  Kabupaten

Cirebon menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE

yang  telah  disusun  dan  ditetapkan  oleh  Keputusan  Bupati  Cirebon.  Integrasi

hayanan SPBE antar Peran8kat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi

dan  Inforrnatika  Kabupaten  Cirebon.  Saat  ini  layanan  di  Kabupaten  Cirebon

belum ada yang terintegrasi.

C.       STANDAR TEKNIS PERSYARATAN KEBERLANGSUNGAN LAYANAN

Persyaratan keberlangsungan hayanan terdiri atas:

1.   Pelayanan pengguna

Pelayanan Pengguna meliputi:

a.   Pelayanan pengguna untuk bantuan Proses Bisnis Aplikasi SPBE dilakukan

oleh  Instansi Pusat atau  Pemerintah  Daerah  sebagai pemilik Proses Bisnis

dari Aplikasi SPBE;

b.   Pelayanan pengguna untuk bantuan teknis Aplikasi SPBE dilakukari oleh: ( 1)

Menteri;  (2)  Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pemilik Proses

Bisnis dari Aplikasi SPBE; atau (3) Hhak ketiga pengembang Aplikasi SPBE;

c.   Pelayanan pengguna untuk bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE

disediakan dalam bentuk helpdesk;

d.   Helpdesk  untuk  layanan  bantuan  bisnis  dan  teknis  terkait  Aplikasi  SPBE

menyediakan pertanyaan yang sering diajukan (Frequen£7gr Asked Oztesfro7'zs) ;

dan

e.   Helpdesk  untuk  layanan  bantuan  bisnis  dan  teknis  terkait  Aplikasi  SPBE

menyediakan berbagai pilihan saluran sesuai dengan persyaratan pengguna.



2.   Pelayanan Pengoperasian Aplikasl

Pelayanan pengoperasian Aplikasi SPBE meliputi:

a.   Pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak risiko Aplikasi SPBE;

b.   Pendayagunaan   sumber   daya   manusia   untuk   kepentingan   operasional

Aplikasi SPBE;

c.   Pengendalian   perubahan   untuk  peningkatan  dan   pemeliharaan   Aplikasi

SPBE;

d.   Penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan keadaan

darurat dari layanan jika sistem aplikasi mengalami masalah atau gangguan;

e.   Penyiapan    dan    pelaksanaan    metodologi    dan    prosedur    perencanaan

pemulihan Aplikasi SPBE dari keadaan darurat

f.    Penyalinan (backup) data dan Aplikasi SPBE dilakukan secara berkala

9.   Pelaksanaan audit Aplikasi SPBE secara periodik sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.



DAB IV

STRUKTUR MANATEMEH LAYANAN SPBE

Penyelenggaraan  manajemen  layanan  SPBE  merupakan  tanggung jawab

bersama antara Unit  Pengelola TIK dan  Unit  Penyedia  Layanan di  lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Unit Pengelola TIK Unit Penyedia Layanan SPBE
Dinas Komunikasi dan lnformatika Perangkat Daerah

Kabupaten Cirebon

Koordinator Layanan Penyedia Layanan

Koordinator Pemulihan Pengelola Ijay-

Pengelola Teknis Pengelola Tehis

Gambar 4.1. Unit Pepgelola TIE dan Unit Penyedin Layanan SPBE

Struktur dari unit pengelola TIK yaltu:

a.   Koordinator   Layanan.    Kordinator   layanan   bertanggung   jawab   dalam

pengelolaan seluruh layanan yang ada dan berbasis SPBE;

b.   Koordinator  Pemulihan.  Kordinator  pemulihan  bertanggung jawab  dalam

pemulihan kondisi dari layanan yang bermasalah atau tidak berfungsi; dan

c.   Pengelola Teknis. Pengelola teknis. adalah tim yang melaksanakan kegiatan

pengelolaan  baik  di  bidang  pelayanan  atau  pemulihan  dari  manajemen

layanan.

Seluruh anggota yang terlibat dalam unit pengelola TIK merupakan bagian dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Cirebon.



Struktur dari unit Penyedia Layanan SPBE yaitu:

a.   Penyedia  Layanan.  Penyedia  layanan  merupakan  penanggung jawab yang

memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan minimal satu kegiatan

yang ada;

b.   Pengelola  Layanan.   Pengelola  layanan  merupakan  orang  yang  ditunjuk

untuk  mengelola  layanan  dari  penyedia  layanan  yang  bertanggung jawab

penuh dalain pelaksanaan kegiatan layanan; dan

c.   Pengelola   Teknis.   Pengelola   teknis   merupakan   pelaksana   teknis   dari

kegiatan  layanan  dan  bertangung jawab  secara langsung kepada pengelola

layanan.

Seluruh  anggota yang terlibat dalam  unit penyedia layanan  SPBE  merupakan

bagian   dan   bertanggung   jawab   kepada   Kepala   Perangkat   Daerah   yang

menyelenggarakan layanan.
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pRosEs nIANAIEMEN LAVAliAN SPBE

A.  Perencanaan

Perencanaan   bertu].uar   untuk   mengidentifkasi   ruang   lin8kup   dari

penerapan layanan SPBE yang harus dikelola dalam proses manajemen layanan

SPBE.  Proses  perencanan  dilakukan  oleh  koordinator  layanan  berkoordinasi

dengan  penyedia  layanan.  Adapun  berbagai  hal  yang  dilakukan  pada  proses

perencanaan ini adalah:

a.   Klasifikasi sistem;

b.   Target pelayanan pengguna;

c.   Target pengoperasional layanan; dan

d.   Perumusan katalog layanan. Setiap layanan harus memili]d katalog layanan

yang sedikitnya memuat informasi berikut:

1)   Nana layanan;

2)   Deskripsi layanan;

3)   Penyedia layanan;

4)   Pengelola layanan;

5)   Pengelola teknis;

6)   Cara akses layanan;

7)   Target ketersediaan layanan;

Galnbar 5.1. Perencanaan dari Manajemen Layanan SPBE



Beberapa   hal   yang   berhubungan   dengan   proses   perencanaan   dari

manajemen layanan SPBE adalah sebagai berikut:

1)   Untuk  optimalisasi,   transparansi,   dan   akuntabilitas  pada  perencanaan,

penganggaran,  dan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  diperlukan

ketelpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan

barang  dan jasa  pemerintah,  akuntabilitas  kinelja,  dan  pemantauan  dan

evaluasi bagi Peran8kat Daerah lin8kup Pemerintah Kabupaten Cirebon;

2)   Penyusunan    ketelpaduan    Proses    Bisnis    perencanaan,    penganggaran,

pengadaan   barang   dan   jasa   pemerintah,   akuntabilitas   kinelja,    dan

pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

3)   Ketelpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan

barang  dan jasa  pemerintah,  akuntabilitas  kineba,  dan  pemantauan  dan

evaluasi diterapkan melalui integrasi I,ayanan SPBE yang mencakup layanan

perencanaan,     layanan    penganggaran,     layanan    pengadaan,     layanan

akuntabilitas kinelja, dan layanan pemantauan dan evaluasi; dan

4)   Integrasi Layanan SPBE dilakukan melalui:

a.   Bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa

pemerintah, akuntabhitas kinelja, dan pemantauan dan evaluasi;

b.   Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan

c.   Penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan,

akuntabilitas kinelja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

5)   Integrasi   I,ayanan   SPBE   dikoordinasikan   oleh   Dinas   Komunikasi   dan

Informatika Kabupaten Cirebon.

8.  Pelayanan pengguna

Pelayanan pengguna terdiri dari:

a.   Umum;

b.   Permintaan Irayanan; dan



c.   Penanganan Gangguan.

C.  Pengoperasian Layanan

Pengoperasian layanan terdiri dari :

a.   Umum;

b.   Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan; dan

c.   Pemulihan Layanan.

D.  Pengelolaan Layanan

Pengelolaan layanan terdiri dari:

a.   Umum;

b.   Pengembangan Layanan; dan

c.    Rilis I,ayanan.

E.  Evaluasi

Adapun kegiatan evaluasi yang dilakukan yaitu :

a. Kegiatan pelaksanaan evaluasi secara umum; dan

b. Pembuatan laporan evaluasi secara periodik.



thmbar 3.2.  Proses Manajemen Layanan SPBE

F.     PROSES MJENA.EMEN LAYANAN DI KABUPATEN CIREBON

Terdapat  berbagai  layanan  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon.

Berikut adalah proses manajemen layanan di Kabupaten Cirebon:

1.     Layanan Kepegawaian

a.   Ruang Lingkup Layanan

Secara  Garis  Besar  Menu  Aplikasi  Simpeg  Online  terdiri  atas  Menu

Utama,  Layanan,  Kepegawaian,  Diklat  dan  haporan.  Masing  masing

Menu memiliki submenu diantaranya:

1)   Menu   Utama,   memilihi   submenu   sebagai  berikut:   (a)   Pengguna

Ijogin; (b) Referensi; (c) FTofil PNS; dan (d) Dokumen Elektronik.

2)   Menu  Layanan,  memilihi  submenu  sebagai  berikut:  (a)  Inpassing

(Kenaihan   Gal.i   Berkala);   (b)   Kenalkan   Gaji   Pokok   (KGB);   dan

(c) Kenaikan  Pan8kat;  (d)  Pensiun;  (e)  Izin  Belajar;  (I)  Ujian  Dinas;

(g) Satya Lencana; (h) Cuti; (i) SK Rikes; ti) SK Meninggal (Duka Cita);

(k)  Karpeg/Karis/Karsu;  (1) Taspen;  (in)  Izin Ceral;  (n)  Surat Masuk;

dan (o) Surat Keluar.



3)   Menu Kepegawaian, memiliki submenu sebagai berikut: (a) SK CPNS;

(b)  SK PNS;  (c)  SK PMK (Penyesuaian Masa Kelja);  (d)  SK MPP (Masa

Persiapan  Pensiun);   (e)   SK  Jafung;   (I)   Mutasi  Masuk;   (g}   Mutasi

Keluar; (h)  Surat Pindah Tugas;  (i)  Pelantikan Pejabat Fungsional;  0.)

Pelantikan  Pejabat  Struktural;  (k)  SOTK  (Struktur  Organicasi  Tata

Kelja);   (I) Disiplin  Pegawai;   (in)   DP3;   (n) PLH;   (o) PLT;   (p)  ABK;   (q)

Absensi; (r) TPP; dan (s) SK PPPK.

4)   Menu  Diklat,  memiliki  submenu  sebagai  berikut:  (a)  Pra  Jabatari;

(b) Diklat PIM; (c) Tugas Belajar; dan (d) Riwayat Pendidikan Formal.

5)   Menu  I.aporan,  memilihi  submenu  sebagai  berikut:  (a)  Daftar Usul

Kepangkatan    (DUK);    (b)    Daftar   Pejabat   Aktif;    (c)    Daftar   PNS

Fungsional Tertentu; (d) Rekap Golongan; (e) Rekap Eselon; (I) Rekap

Pendidikan;  (g)  Rehap  Usia/Agama;  (h)  Rekap  Pegawai  Pensiun;  (i)

I,aporan History (Nominati£) ; dan 0.) Laporan History (Rekap).

6)   Menu  Utility,  memilild submenu  sebagal berikut:  (a)  Log Pengguna;

(b) Pesan Pengguna; dan (c) Database Tools.

b.   Skema Layanan Dalam Transaksi Administrasi Kepegawaian

Skema I.ayanan Transaksi yang terdapat dalaln menu layanan  Simpeg

merupakan    mekanisme    yang    menjelaskan    alur    data    transaksi

administratif  antara Peran9kat Daerah dan BKPSDM di dalam Simpeg

Online sesuai dengan pembagian hak akses dan kewenangan pengguna.

Skema ini dapat dideskripsikan seperti berikut ini :



Tabel 5.I. Skema Layanan Admlnistrasl Kepegamla]i |Cross Functional Process|

-    Memiliki Kewenangan

menerbitkan SK untuk
PNS golongan ruang
Ill/d kebawah yang ada
dilingkup Perangkat
Daerah tersebut  .

-    Memiliki kewenangan

mengusulkan

penerbitan SK untuk
PNS golongan ruang
Ill/d Keatas yang ada
dilingkup Perangkat
Daerah tersebut

1 . Inpassing

Kenaikan Gaji
Pokok

2. Kenaikan Gaji
Berkala

-    Memiliki

Kewenangan
menerbitkan untuk

golongan ruang III/d
keatas diseluruh
Peran9kat Daerah
Pemerintah Kab.
Cirebon

-    Menriliki

kewenangan
membuat penerbitan
SK untuk PNS

golongan ruang III/d
Keatas berdasarkan
Usulan yang masuk
dari selumh
Peran9kat Daerah

Memiliki kewenangan
mengusulkan penerbitan
SK untuk seluruh PNS

yang ada dilingkup
Perangkat Daerah tersebut

1 . Kenaikan

Pangkat
2. Pensiun
3. Izin Belajar

4. Ujian Dinas
5. Satya Lencana
Karya satya
6. Cuti

7. Taperum
8. Kaapeg

9. Karis/ Karsu
10. Izin Cerai

Memiliki kewenangan
untuk melakukan
penyelesalan
penerbitan SK dengan
Perangkat Daerah
terkait berdasarkan
Usulan yang masuk
dari seluruh PNS yang
ada dilingkup
Perangkat Daerah
Pemerintah Kab.
Cirebon

Memiliki kewenangan            Pemberitahuan
mengentri data pNs yang      PNS Meninggal
meninggal dunia di
lingkup Perangkat Daerah
tersebut

Memiliki kewenangan
mengubah kedudukan
PNS setelah dilakukan
klarifikasi data dengan
Perangkat Daerah
terkait



Khusus pengguna RSUD       Rikes Memiliki kewenangan
memiliki kewenangan            (Pemeriksaan          mengusulkan nana
untuk menerbitkan sK          Kesehatan)              mama CPNS untuk
RIKES untuk CPNS yang dilakukan Pemeriksaan
sudah ditunjuk oleh Kesehatan di RSUD
BKPSDM yang telah ditunjuk
Memiliki kewenangan             1. Surat Masuk      Memiliki kewenangan
sesuai akses pengguna          2. Surat Keluar      sesuai akses pengguna

c.   Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan

Mengatur  kontrol  database  administrator  dilakukan  sebagal  bentuk

pemantauan   dan  pemeliharaan  layanan.   Sebagai   Pengelola  Aplikasi

Simpeg,    tugas   administrator   adalah    memantau    atau    memonitor

perkembangan  database  atau  perubahan  yang  teljadi  dalam  sistem

aplikasi.   Perubahan   data   ini   dapat   diketahui   dengan   melihat   log

(Riwayat)  akses  dari  pengguna.  Disamping  itu  seorang  administrator

database juga harus secara berkala melakukan penggandaan database

(membackup)  untuk  tujuan  pemeliharaan  data agar  manakala  teljadi

sesuatu   yang   tidak   diinginkan   maka   seorang   administrator  dapat

mengembalikan data atau memperbaikinya melalui mekanisme restorasi

database.

Layanan Perpajakan (AKANG SURIA|

a.   Ruang Lingkup Layanan

Ruang lingkup Aplikasi Kanggo Sedulur pajak (AKANG SURJA) adalah:

1)   Pendaftaran, yang terdiri dari:

a.   Pendaftaran  Wajib  Pajak  9  PDL:  (1)  Data  Wajib  Pajak;  (2)  Data

Pemilik/Pengelola;  (3)  Data  Perizinan;  (4)  Data  Objek  Pajak;  (5)

Data Pendukung; dan (6) Registrasi.



b.   Pendaftaran PBB

-     Nomor Induk Kepedudukan (NIK)

-    Nanawajib pajak

-     Alamat Lengkap

-     Desa/Kelurahan

-    Kecanatan

-     Kota/Kabupaten

-     Provinsi

-     No. Handphone

-      E-Mail

-     Katasandi

-     Konfirmasi Kata sandi

-     Captca (nomor acak yang diberikan melalui emall yang valid

untuk outensifkasi pengguna)

2)   Pelaporan dan Informasi

a.   Pelaporan   Bea   Perolehan   Hak   atas   Tanah   dan   Bangunan

(e-SSPB)

-     Username & Password

-     Datawajibpajak

-     Dataobjekpajak

-     Data perhitungan

-     Upload Dokumen Transaksi BPHTB

b.   Pelaporan 9 Pajak daerah Lalnnya (E-SFTPD)

-     Username & Password

-     Data perhitungan

-     Upload Dokumen pendukung

c.   Informasi pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

-     Nomor objek pajak (NOP)

-    Tahunpajak



3)   Panduan pembayaran

a.   Pembayaran Melalui Bank Pembayarari

b.   Panduan Pembayaran PBB Non Bank Pembayaran

4)   Pembayaran

a.   Link Bank pembayaran

b.   QRISBjb

c.   Link Non Bank pembayaran

d.   Nomor Rekening Pembayaran Pajak Daerah

e.   Titik pembayaran upI`

5)   Persyaratan

Persyaratan Pengurusan PBB

6)   Pencetakan

a.   Cetak sppT Mandiri

b.   Cetak Formulir pengurusan PBB

c.   Cetak Fomiulir Pendaftaran Pajak 9 PDL

7)   Lacak Berkas pelayanan

a.   Layanan PBB

b.   Layanan BPHTB

c.    I,ayanan PDL

8)   Tanya Bapenda

a.   WhatsApp

b.   Instagran

c.   Informasi Bapenda melalui website

b.   Ruang lingkup Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Aplikasi AKANG SURJA adalah para Wajib Pajak

dan Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.



c.   Ruang lingkup Stakeholder ya]Lg Terlibat

Ruang lingkup stakeholder yang terlibat adalah para masyarakat selaku

wajib pajak, Bank Rekening Khusus Umum daerah (RKUD)/ Bank BJB,

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pertanahan Nasiaonal

(BPN),   Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Cirebon  Dua  (KPP  Pratama

Cirebon  Dua),  Pejabat  Pembuat  akte  Tanah  (PPAT)/Pejabat  Pembuat

Akte Tanah Sementara (PPATS), dan pegawal Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Cirebon.

d.   Fltur dan Menu pada Aplikasl AKAHG SURJA

Fitur dan menu pada akang sun.a terdiri dari 8 menu diantaranya:

1.     Pendaftaran

2.     Pelaporan dan Infomasi

3.     Panduan pembayaran

4.     Pembayaran

5.     Persyaratan

6.     Pencetakan

7.     Lacak Berkas pelayanan

8.     Tanya Bapenda (Help Desfe)

AKAN_a.SUB=I_A===-==r_-----i,+&

P€ndef(,,a,,

P®ndl'®n
Pefnb®ra.®n

P.r5y.'®t.n

i+;++trfe+`

|ac,A  B€,*®g

E¥+iE=
P.I.po.an

Oar. .r.ft)I.has.

Pe-bay,.®n

ffi
F]enc.takan

E®=
T®rnra Baoenaa

e.   Proses

Proses penginputan AKANG SURJA melibatkan para penyuluh di bidang

Penyuluhan dan  Kecamatan sebagal penginput data hasil panen,  luas

panen,   bantuan   alsintan,   luas   lahan   pertanian,   harga   komoditas

kemudian   di   input   ke   aplikasi   AKANG   SURJA.   Selanjutnya,   data

tersebut  diverifikasi  secara  beljenjang  dari  mulai  petugas  verifikator,

admin dan pembina.
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Aplikasi ini memiliki sisi kebaruan dan dapat dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan   atau   penambahan   menu   atau   fitur-fitur   lainnya   untuk

memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak.  Strategi  keberlanjutan  yang

dapat dikembangkan adalah :

I   Integrasi   data-data   Sistem   lnformasi   Pajak   Daerah   (SIMPAD)   dalam

beatnk Apptieafion Progrcrmwi:ng luterfiace (APT).

I  Integrasi data-data pelpajakan ke aplikasi-aplikasi lainnya.



BAD VI

PExpTUP

Dokumen  manajemen  layanan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik

Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Cirebon  merupakan  dokumen

perencanaan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang akan dflaksanakan oleh Dinas

Komunikasi  dan  Informatika.   Dokumen  ini  merupakan  Seran8kaian  proses

untuk  mencapai  penerapan   sistem  pemerintahan   berbasis  elektronik  yang

efektif,   efisien,  dan  berkesinambungan,   serta  layanan  sistem  pemerintahan

berbasis  elektronik  yang  berkualitas.  I.ayanan  sistem  pemerintahan  berbasis

elektronik  merupakan  keluaran  yang  dihasilkan  oleh  1  (satu)  atau  beberapa

fungsi aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan yang memiliki nilai

manfaat.

Manfaat   dari   penerapan   Manajemen   Layanan   sistem   pemerintahan

berbasis  elektronik dalam penerapan  sistem  pemerintahan  berbasis elektronik

adalah menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Ifayanan sistem

pemerintahan berbasis elektronik melalui pengendalian pelayanan yang teljadi

dalam   sistem   pemerintahan   berbasis   elektronik   (SPBE).   Selain   itu   juga

memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan

administrasi pemerintah berbasis elektronik agar layanan sistem pemerintahan

berbasis    elektronik    tersebut    dapat    beljalan    secara    berkesinambungan,

berkualitas, responsif, dan adaptif.

Dokumen  penerapan  manajemen  layanan  sistem  pemerintahan  berbasis

elektronik   di   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon   merupakan   pedoman   dalam

implementasi    sistem    pemerintahan    berbasis    elektronik    (SPBB).    Dengan

disusunnya  dokumen  ini,  diharapkan  dapat  menjalnin  keberlangsungan  dan

meningkatkan   kualitas   Layanan   sistem   pemerintahan   berbasis   elektronik

melalui pengendalian layanan yang teljadi dalam sistem pemerintahan berbasis



elektronik   dan    pada   akhimya   dapat   menin8katkan    kualitas    kebijakan

perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal    31   Juli   2024

H.. BUPATI CIREBON,

wArm MljAyA
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J1. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231 ) 8330580
email : diskominfo@cirebonkab. go. id

SUMBER 45611
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Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
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NOTA DINAS

Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Cirebon
`5!oeoJnu+1;n±296°i3464 lsp eGov                                                                                 ap i 72A

Permohonan    Penandatanganan   Keputusan    Bupati   Tentang    Penetapan
Pedoman  Manajemen  Layanan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Disampaikan        dengan        hormat,        dalam        rangka        percepatan

penyelenggaraan    Sistem    Pemerintahan    Berbasis    Elektronik    Kabupaten
Cirebon  sebagai  tindak    lanjut  amanat  Perpres  No  132  tahun  2022  tentang

SPBE  dan  Peraturan  Bupati  No  96    Tahun  2022  tentang  SPBE    yang juga

merupakan salah satu lndikator Kinerja Utama Bupati.

Berdasarkan hal tersebut,  Dinas Komunikasi dan  lnformatika  Kabupaten

Cirebon telah menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pedoman

Manajemen   Layanan  Sistem   Pemerintahan   Berbasis   Elektronik  Kabupaten

Cirebon.

Selanjutnya,   mohon   kiranya   Bapak  berkenan   untuk  menandatangani

Surat Keputusan  Bupati sebagaimana dimaksud.  Demikian atas perhatian dan

perkenaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika
Kabupaten Cirebon ,

BAIVIBANG SUDARYANTO, SH.,lvIH.
Pembina Tk.  I

NIP.19781024 2006041015

Tembusan :
Yth. Pj. Bupati Cirebon


